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PEMTUMN GUBERNUR GOROilITALO

NOMOR i: TAHUN 2OT2

TENTANG

OPEMSIONAL UNIT PEI-AKSANA TEKNIS TEMPAT PE|'4ROSESAN AKHIR $AtvtpAH
TALUMELITO, PEMBEBANAN BIAYA OPEMSIONAL DAN DAMPAK LINGT(IJNGAN

Menimbang

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Tpl\ sampah
Talumelito diperlukan pengaturan spesifikasi sampah, peryrrosesan,
pembebanan operasional dan dampak lingkungan;
Pengaturan spesifikasi dan pemrosesan sampah dimak,sudlran untuk
memastikan jumlah sampah yang masuk memenuhi pen;yaratan,
sehingga pemrosesan sesuai ketentuarn;
bahwa akibat dari pengelolaan :sampah membutuhkern biaya
operasional dan dampak lingkungan maka kepada pemerintah
Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa dikenakan pemberbanan Biaya
operasional dalam bentuk KJp ('kompensasi jaser pr:layanan)
sedangkan akibat dampak lingkungan dikenakan KDN (kornpensasi
dampak negatif);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Gubrernun tentang
operasional unit Pelaksana Teknis Tempat pemros;esar Akhir
Talumelito, Pembebanan Biaya opera:;ionar dan Dampal: iLingkungan;
Undang-undang Nomor B Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunr 19grl) Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror:it321);
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembent,ukan provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2000 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nonror.1060);
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3 .

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang,an Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20C]3i Nlrlrxor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerrinrtahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z0o4 Nomor Lzs
T'ambahan Lembaran Negara Reprublik Indonesia lrlomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir derngan Undang-
undang Nomor t2 Tahun 2008 terntang perubahan Krldua Atas
undang-undang nomor 32 Tahun 201J4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonresia Tahun 2008 Nlomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomon 4gzl+);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaarr sampah
(Lembaran Negara Republik Indonr:sia Tahun 2008 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republi$< Indonesia Nomor 4BI;t);
undang-undang Nomor 32 Tahun :2009 tentang perrirndurrgan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembiaran Negara Republik tndonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambah,an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Terhun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesier Tahun 2005
Nomor L40, tambahan Lembaran Negara Repubrik .tndonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 T,ahun 2007 tentanq F€mbagian
Urusan Pemerintahan Antara pemerrintah, pemerinterhan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daeral"r Kabupaten/Kota, (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, -fambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia lrlomor afi7);
Peraturan Menteri Pekerjaan umum lromor 2tlpTl'l4,lil00t, tentang
Kebijakan Dan strategi Nasional pengembangan sistern perpelolaan
Persampahan (KSN P-SPP);

MEMUTUSMN :

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO ]-ENTANG OPEMSIOIIAL UNIT
PEIAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR ]ALI,IMELITO,
PEMBEBANAN BIAYA OPEMSIONAL DAN DAMPAK LINGKUNGAII. I--J
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BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaks;ud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo
3, Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaterr/Kota di

Provinsi Gorontalo,
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/at:eru c1ari proses

alam yang berbentuk padat, berupa sampah rumah tangtga clan sejenis
sampah rumah tangga tidak termasuk sampah spesifik.

6. Pemrosesan Akhir sampah adalah kregiatan yang be:rtujuan untuk
mengembalikan sampah dan/atau resirCu hasil pengolahan sebelumnya
ke media lingkungan secara aman.

7. Tempat pemrosesan akhir selanjutnya disingkat TPA iarjalan tempat
untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi
manusia dan lingkungan,

8. TPA Talumelito adalah tempat diselenggarakannya perngol-rhan dan
pemrosesan akhir sampah regional yarrg berlokasi di Drasa 'lalumelito

Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorclntalo
9. unit Pelaksana Teknis Tempat pemrosesan Akhir Talumerlito yang

selanjutnya disebut UPT TPA Talumelito adalah Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Pekerjaan Umum provinsi Giorontalo.

10. sanitary Landfill adalah sistem penimbunan sampah lrecara sehat
dimana sampah dibuang ditempat yang rendah atau parit y,ang digali
untuk menampung sampah, lalu sampiah ditimbun dengan ternah yang
dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga samFrah tidak
berada dialam terbuka (Tehobahoglous).

11. sampah spesifik adalah sampah yang n'rengandung bahan trrrbahaya
dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bnngkaran
bangunan, sampah yang secara tekrrologi belum dapat diolah dan
sampah yang timbul secara tidak perioclik.

12. Kompensasi Jasa Pelayanan yang selanjutnya disebut KJt, adalah
besaran biaya yang wajib dibayar orl,eh penerima lay';,nur.' kepada
pemberi layanan.

13. Kompensasi Dampak Negatif yang selanjutnya disebut, KDll
pemberian imbalan kepada masyarakat yang terkena darnperl<
yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolilan sampah.

adalah
negatif
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup pengoperasian TpA Talumerlito meliputi kegiat,an:
a. pemeriksaan, pencatatan dan pelaporern sampah;
b. daur ulang sampah;
c. penimbunan sampah ke dalam area penimbunan;
d. penutupan sampah dengan tanah penutup;
e. pengolahan air lindi;
f. pengendalian vektor penyakit; dan
g. pemantauan dampak lingkungan.

BAB III
MEKANISME PENGELOI.AAI{

Pasal 3
(1) Pengolahan sampah pada UPT TPA lSampah Talrumelitrc diocerasikan

dengan system sanitary landftl|.
(2) UPT TPA Sampah Tarumerito menentukan jenis samperh dan system

pengolahan dan pemrosesan akhir sarnpah.
(3) Pengguna jasa pelayanan upr rpA sampah Talumelil.o harus

melakukan pemilahan sampah agar s;ampah spesifik r[s;ampah yang
mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yarrg timbul
akibat bencana, puing bongkaran bangunan, silmpal-r yang secara
teknologi belum dapat diolah dan sarnpah yang timburl se(:ara tidak
periodik) tidak diangkut ke TpA.

(4) Pengangkutan sampah ke TpA sampah Talurnelito harus
menggunakan armada sampah tertutup.

(5) Terhadap sampah yang tidak dipirah sebagaimirna dimaksud pada
ayat (3) dan pengangkutan yang tidak memenuhi kertentuan pada
ayat (4), maka ditolak atau tidak ditrlrima pada Up|rpA sampah
Talumelito.

Pasal 4
(1) UPT TPA sampah ralumelito melakukan pemeriksaarr, pr:ncatatan

terhadap jumlah sampah yang masuk.
(2) Pencatatan kapasitas sampah yang masuk

Talumelito berdasarl<an berat sampah
menggunakan jembata n timbang.

ke UPT l'PA Sampah
(ton) '/itng diukur
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(3) Dalam hal belum tersedia jembatan timbang atau tedadi gangguan
alat ukur jembatan timbang, rnak,a pencatatan kapersitas sampah
berdasarkan volume sampah (m3).

(4) Dalam hal pencatatan sampah masuk berdas,arkan volume
sebagaimana dimaksud pada eryat (3) akan disetarakern dengan
satuan berat, setiap 1 (satu) ton sampah setara dengern 2,5 m3
sampah.

(5) UPT TPA sampah Talumelito menyampaikan laporan jumlai sampan
masuk setiap bulanan kepada Kabupaten/Kota paling lermbrat tanggal
tujuh bulan berikutnya.

Pasal 5
(1) UPT TPA sampah Talumelito melakukan proses daur ulang terhadap

sebagian sampah organik dan non orqanik yang masuk ke TtrA.
(2) Daur ulang sampah meliputi proseis pengomposan sampan organik

menjadi pupuk kompos dan proses pr3mbuatan kerajinarn dal.i sampah
anorganik.

Pasal 6
(1) penimbunan sampah ke daram area penimbunan -rpA 

sampah
Talumelito dilakukan setiap hari di lokasi yang sudah diterntukan.

(2) pemadatan timbunan sampah dilakulen sampai ketinggian ,[imbunan

sampah mencapai maksimal 1,5 rneter,
(3) penutupan sampah dengan tanal'r pernutup dengan keterbalern 20 cm

dilakukan setiap hari di atas t,imbunan sampah yang sudah di
padatkan.

(4) Penutupan sampah dimaksudkan untruk mengendalikan peri:umbuhan
veKor penyakit (lalat) serta meredurksi bau yang di8innbulkan oleh
sampah.

Pasal 7
Pengolahan Lindi dilakukan di TPA Sampiah Talumelito melalui Instalasi
Pengolahan Lindi (IPL) yang terdiri dari Kolam Anaerob, korlam tEakuftatif,
kolam maturasi dan wetland, sehingga aman di alirkan ke berclan air.

BAB IV

KOMPENSASI JASA PEI-AYANAN DAN
KOMPENSASI DAMPAK NEGA'NF

Pasal 8
(1) Biaya operasional atas pengeloleran UpT TpA

dibebankan pada APBD provinsi Goront,alo.

I

Sampah lil lumelito
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(2) Untuk menunjang operasional TpA Talumelito, F)emerintah
Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan sarnpal.r pada TpA
sampah Talumelito dikenakan Kompelnsasi Jasa pelayarran (rcp).

(3) sebagai kompensasi akibat dampak negatif pada loka:si sekitar upr
TPA sampah Talumelito'disamping KJp sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), juga dikenakan biaya Kompernsasi Dampak Nergatil'(KDN).

(4) Besarnya jumlah Klp dihitung berdas;arkan jumlah bia1,s <lperasional
tahun 2013 dibagi dengan proye$<si :;ampah yang akan masuk
tahun 20L3.

(5) Besarnya KDN sebagaimana dimaksucl pada ayat (3) dil-ritung sebesar
15olo dari KJP.

(6) Untuk Tahun 2013 pemerintah provinsi

KDN sebesar 40o/o. Sehingga yangl
Kabupaten/Kota :
a. KJP/ton - Rp. 40.447,-atau

KIP/ m3 - Rp. L6.I78,-
b. KDN/ton - Rp. 6.067,- atau

KDN/m3 - Rp. 2.426,-
(7) Perhitungan besarnya KJp dan KDI{ sebagaimana dirnak::;ud pada

ayat (6) terdapat pada lampiran keputusan ini,

Pasal 9
(1) Berdasarkan laporan lumrah sampah yang masuk setiiap bulan yang

disampaikan kepada pemerintah Kerbupaten/Kota ollerh tJpr rpA
Talumelito sebagaimana dimaksud clillam pasal 4 ayat (5), paling
lambat tanggal 20 bulan berikutnyer, pemerintah Kabupaten/Kota
menyetor KJP dan KDN pada Rekening Kas Daerah permerintah
Provinsi Gorontalo.

(2) Dengan adanya kewajiban sebagaimana yang dimaksud clalarn pasal B
ayat (2) dan ayat (3), maka pernrerintah Kabupaten/Kota yang
memanfaatkan pelayanan upr rpA sampah Tirlumelito,
mencantumkan anggaran Klp dan KDN dalam APBD.

(3) Apabila Pemerintah kabupaten/Kota tidak melakukan pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) maka pr:merintah

Provinsi akan memperhitungkan / mernotong dari bagi hasil pajak.

Gorontalo mens;ubsicli KJp dan
dibayarkan oleh F\:merintah
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Pasal 10
(1) Dengan dibayarkannya Kompensasi dampak negatif (KDN) kepada

Pemerintah Provinsi Gorontalo maka Pemerintah pro'vinsi Gorontalo
mempunyai kewajiban dalam bentuik program/kegiatarr pr:ningkatan
kesehatan dan kesejahteraan mas),arakat disekitar Tpt\ Sampan
Talumelito.

(2) Pemerintah Provinsi Gorontalo memprunyai kewajiban rneningkatkan
Sarana dan Prasarana TPA Sampah Talumelito sefta melaksanakan
pemeliharaan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diteltapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanc;an Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya cJtalam Berita Daerah provinsi
Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR;iil
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LAMPIMN PERATUMN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 42 IAI{uti Za.: ?
T A N G G A L  : ; ; e s c i : b c r Z L , L z
TENTANG : OPERASIoNAL UNIT PEI.AKI;ANA TEKNIS .I'EMPAT

PEMPROSESAN AKHIR SAMPAH TALUMELITO, PEI\4BEBANAN
BIAYA OPEMSIONAL DAN DAMPAI( LINGKUNGAN

PERHITUNGAN KJP DAN KDN

Biaya Operasional dan pemeliharaan

Proyeksi jumlah sampah yang dikelola

Biaya OP (KJP)

Perhitungan per m3 (1 ton setara dengan 2,5 m3 sampah)
KJP = Rp.40.447 :2,5 = Rp.16.178,-
KDN - Rp. 6.067 : 2,5 = Rp.2.426,-

Rp, 1,303.337.000,-

48.".334 m3 / tahun, atau

19.334 ton / tahun

Rp. 67,4I2,-lTon

c ltrBA'tAR 
_l

PEM|ERIT{TAH i
il(\BUPITTEN I

np.<0.++z I
I- - - - ]

RF,,6.067 
j

;;;;
_ _ _ l

I uMnN I rnnrr
SUBSIDI ] YNNC DIAA

PEMERII\ITAH I OUIT PEMIER]
PRovINsT (4no/^\ I rnralr,rnr ro

Tarif Kompensasi Jasa
Pelayanan (KJP) (Rp./ton) Rp.67.412 Rp.26.e65 | np

Tarif Kompensasi Dampak
Negatif (KDN) (Rp./ton) l5o/o Rp,10.1  12 Rpr,4,045

Tarif KJP dan KDN (Rp./ton) Rp.77.524 Rp.31,010 I  np.
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